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ABSTRACT
Village Boundary Dispute Resolution service is the application of dispute resolution 
regulations village boundaries under applicable rules applied to public office in the village 
of Gianyar regency.
This study aims to examine government policies and values  - the value of local 
knowledge related to conflict resolution Dispute resolution limit of the village of Dinas in 
Gianyar regency. The results showed that completion of the boundary dispute in the village 
of Gianyar Regency Office is dominated by non-litigation settlement patterns, deliberation, 
and mediation. Thus, the principles of law, social change and the rule of law in conflict 
resolution need to be nurtured, preserved, and disseminated to the general public.
Keywords: Village Boundaries Dispute Resolution, Government Resolutions regulations
1 Mahasswa Magster Ilmu Hukum Unverstas 
Udayana, Denpasar,Bal. Alamat Jl. Tukad Yeh Penet 
/Kenar Mo.4C Renon. Denpasar, e-mal : edgordo_
d1@yahoo.com
I. PENDAHULUAN
1. LATAR BELAKANG 
Penetapan batas desa n sangat 
pentng, karena menurut Pasal 2 Permendagr 
tersebut, Memberkan rasa aman, tertb 
dan terkoordnas serta sebaga pola dasar 
kepastan hukumnya ddalam penetapan dan 
penegasan batas desa. 
Dalam Peraturan Menter Dalam 
Neger Nomor 27 Tahun 2006 beserta 
lamprannya, pengaturan tentang batas desa 
dan penetapannya sudah datur dengan sangat 
rnc,  mula dar phak mana yang berwenang 
menetapkan batas desa,  bagamana 
mekansme penetapan batas wlayah, sampa 
kepada pengaturan tatacara penyelesaan 
perselshan batas wlayah. Namun demkan, 
berdasarkan hasl peneltan pendahuluan 
mash saja terjad sengketa (perselshan) 
batas desa d Bal. Dalam sebuah artkel 
yang berjudul: “Menyelesaikan Konflik 
Batas Desa” Wayan P. Wnda menyatakan 
bahwa berdasarkan pembertaan d meda 
massa dapat detahu bahwa akhr-akhr n 
semakin banyak muncul konflik batas desa, 
baik konflik desa pakraman maupun batas 
desa dnas. Wnda memberkan contoh, 
bahwa dar 9 dar 12 desa dnas yang ada d 
Kecamatan Sukawat,  Kabupaten Ganyar 
terbelt kasus tapal batas desa dnas. 
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Melhat kenyataan tersebut, menjad 
menark untuk dtelt secara mendalam 
dan krts faktor-faktor yang mempengaruh 
terjadnya sengketa batas desa tersebut. 
Sepert durakan d atas, peraturan 
perundang-undangan yang mengatur tentang 
penetapan batas desa sudah sangat jelas 
dan rnc. Jad untuk sementara tampak 
bahwa tdak ada permasalahan pada faktor 
hukumnya. Tmbul pertanyaan: faktor-faktor 
apa sesungguhnya yang mempengaruh 
terjadnya sengketa batas desa.
D sampng pentng untuk dtelt 
faktor-faktor yang mempengaruh terjadnya 
sengketa batas desa, hal lan yang juga 
relevan dtelt adalah model penyelesaan 
sengketa batas desa d dalam kenyataannya 
(emprk).
2. Rumusan Masalah
Dar latar belakang masalah yang telah 
durakan d atas dan kajan thess mahasswa 
yang mengkaj masalah Desa Dnas serta 
permasalahannya,  maka drumuskan 
beberapa masalah : 
1. Faktor-faktor apa yang mempengaruh 
terjadnya sengketa batas desa dnas 
d Kabupaten Ganyar?
2. Bagamanakah pola–pola 
penyelesaaan sengketa batas desa 
dnas d Kabupaten Ganyar?
3. Upaya-upaya apa saja yang telah 
dtempuh untuk mencegah terjadnya 
sengketa batas desa dnas d Kabupaten 
Ganyar?
4. 
II. Metode Penelitian
Peneltan hukum  n termasuk 
peneltan hukum dengan aspek emprs, 
dmana hukum merupakan suatu gejala 
yang emprs dan dapat damat d dalam 
kehdupan sehar-har. Peneltan emprs 
yang oleh Soetandyo Wgnjosoebroto 
dsebutkan dengan Peneltan Non Doktrnal, 
yang oleh R. Jones dsebut nondoctrnal 
research   yatu stud pada peneltan 
emprs yang  rnenemukan proses terjadnya 
dan proses bekerjanya hukum d dalam 
masyarakat, sebaga kajan lmu hukum tentu 
saja peneltan n tdak melupakan aspek 
normatf dar fungs pemerntahan desa 
dnas, yakn berkatan dengan norma-norma 
hukum yang mengaturnya, kajan normatf 
akan dlakukan mendahulu kajan mengena 
pelaksanaan penyelesaan sengketa batas 
desa dnas, untuk melhat legaltas dar 
penyelesaan batas desa dnas. Peneltan n 
dapat dkategorkan dalam jens peneltan 
dengan aspek emprs  karena melhat fungs 
penyelesaan sengketa batas desa yang 
dlaksanakan dalam kenyataannya. Tpolog 
peneltan n serng dsebut sebaga Soco 
Legal Research.
2.1. Sifat Penelitian
Tujuan Peneltan yang untuk 
menggambarkan secara rnc (deskrtf 
analts) dan mengkaj secara krts 
pelaksanaan penyelesaan sengketa batas 
desa dnas dalam lngkungan pemerntahan 
dkabupaten Ganyar. Dalam mengkaj 
fungs penyelesaan sengketa batas desa 
dnas n kajan akan dfokuskan pada aspek 
penyebab terjadnya sengketa batas desa 
dnas, penyelesaan sengketa batas desa 
dnas, dan faktor efektvtas pencegahan 
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sengketa batas desa dnas dalam kenyataan 
sehar-har. Dalam peneltan yang bersfat 
deskrptf menuangkan permasalahan dan 
menganalsa permasalahan yang dtelt 
memanfaatkan teor dan menggunakan 
peraturan perundang-undangan yang ada.
2.2.  Lokasi Penelitian
Lokas peneltannya dan proses 
pengamblan data lebh d fokuskan pada 
masyarakat Desa Dnas Tulkup serta 
masyarakat Desa Dnas Sdan d Kabupaten 
Ganyar, pemlhan lokas peneltan n 
karena ada beberapa alasan yakn: Pertama, 
keduanya Desa Dnas Tulkup dan Desa 
Dnas Sdan bermasalah batas Desa 
Dnasnya, kedua, Desa Dnas Tulkup dan 
Desa Dnas Sdan yang kaya akan data-data 
yang dperlukan untuk proses penyusunan 
tess.
Lokas peneltan n jelasnya akan 
djelaskan dalam peta Desa Dnas Tulkup 
dan peta Desa Dnas Sdan.
2.3.  Jenis Data dan Sumber Data
a.  Jens Data
Dalam peneltan hukum emprs ada 
dua jens data yatu data prmer dan data 
sekunder. Data Prmer adalah data yang 
bersumber dar peneltan lapangan yang 
dperoleh lansung dar sumber pertama, 
dan data sekunder adalah suatu data yang 
tdak secara langsung dperoleh dar sumber 
pertamanya melankan bersumber dar 
peneltan kepustakaan.
b.  Sumber Data 
Dalam peneltan hukum emprs, 
kajan data dapat dperoleh dar:
a. Bahan prmer,  yatu bahan-bahan 
mater hukum utama,  yatu:
1) Kaedah dasar atau Norma, yatu 
d dalam Mukadmah Pembukaan 
Undang- undang Dasar 1945.
2) Peraturan dasar lannya, yakn UUPD 
(UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang 
Pemerntahan Daerah)
3) Peraturan Perundangan yang terkat 
dengan bdang pemerntahan desa dan 
daerah yatu PP  No 72 Tahun 2005.
4) Hukum yang tdak tertuls sepert 
hukum adat.
b. Bahan hukum sekunder,  yatu mater 
hukum yang member penjabaran 
mater hukum utama,  sepert hasl-
hasl peneltan,  karya dar kalangan 
hukum maupun bukan kalangan 
hukum,  serta lteratur-lteratur bak d 
bdang hukum maupun bukan hukum, 
yang terkat dengan peneltan n.
c. Bahan hukum terser atau penunjang, 
Kamus- kamus Hukum.
2.4. Tenik Pengumpulan Data
Saat pengumpulan data dkerjakan 
dengan menggunakan metode wawancara 
dan stud kepustakaan.
a. Metode Wawancara.
Dalam teknk wawancara n 
menggunakan pedoman wawancara yang 
tujuan wawancara dsesuakan dengan 
hasl yang dngnkan penelt.   Sedangkan 
menurut pandangan Nanaw menyatakan 
bahwa dalam pengumpulan data dperlukan 
alat yang pas supaya data yang berkatan 
dengan tujuan peneltan dapat dhmpun lebh 
lengkap. Pengumpulan data dengan metode 
wawancara bersfat terbuka dan terstruktur 
telah dpersapkan sebelumnya. Wawancara 
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dsn dlakukan terhadap responden Perbekel 
Desa Tulkup Ir I Gst Agung MK. Adarta, 
Ms, sekretas Desa Dnas Tulkup I Dewa 
Putu Raka, Kaur Pemerntahan I Nyoman 
Mn, Kaur Pembangunan I Wayan Mustka, 
Kaur Umum Ngk Md Wja, BPD Tulkup I 
Nym Sada, S.IP, LPM Tulkup Pnd Wayan. 
Wawancara dengan narasumber datas 
mengena penyelesaan sengketa batas Desa 
Dnas Tulkup
b. Stud Kepustakaan
Stud Kepustakaan (lbrary research) 
dlakukan untuk memperoleh data sekunder 
yakn dengan membaca lteratur yang ada 
katannya masalah yang hendak dtelt. Bahan 
kepustakaan tersebut dapat berupa: buku 
lterarur bak nasonal maupun nternasonal, 
karya lmlah, laporan peneltan, kamus-
kamus hukum, ensklopeda dan dokumen-
dokumen yang relevan dengan permasalahan 
yang akan dtelt. Nasuton mengatakan 
bahwa kajan kepustakaan bermanfaat 
untuk melakukan penelusuran dan penelaah 
refrens.  Sebaga alat dalam pengumpulan 
data sekunder selan penelt sendr, juga 
dgunakan alat bantu yang oleh Maleong 
disebut catatan lapangan (field notes) catatan 
lapangan tersebut bers rngkasan-rngkasan 
nformas yang berhasl djarng. 
2.5.  Teknik Penentuan Sampel Penelitian 
dan Informan
Teknk penentuan sampel yang, 
dpergunakan dalam peneltan n adalah 
teknk non probablty samplng dmana 
jumlah sample tdak harus mewakl jumlah 
pupolas. Sampel yang dplh adalah sampel 
yang ddasarkan pada kesamaan cr dengan 
populas. Dalam teknk non probablty, 
sample maupun jumlah angka tdak akan 
mampu prosentasenya. Peneltan akan 
dhentkan apabla danggap telah mewakl 
seluruh obyek peneltan. Populas dalam 
peneltan n adalah Masyarakat Desa Dnas 
Tulkup dan Masyarakat Desa Dnas Sdan. 
Penetapan nforman dlakukan secara purposf 
dengan terlebh dahulu mencar nforman 
pangkal. Informan yang akhrnya dtetapkan 
adalah Kepala Urusan Pemerntahan Desa 
Kabupaten Ganyar, nforman pangkal 
n kemudan akan merekomendaskan 
nformas kunc (key nforman) dengan 
alasan bahwa masyarakat Desa Dnas terdr 
dar beberapa Dusun. Informas kunc 
selanjutnya merekomendaskan nformas 
berkutnya yang djarng dengan penerapan 
teknk bola salju (snow bowlng)  dan 
penetapan nforman baru dakhr setelah 
terjad kejenuhan nformas.
2.6. Analisis Data dan Pengolahan
a. Pengolahan Data 
Langkah d dalam Pengolahan data :
Semua data yang dperoleh dar hasl 
peneltan d lapangan dlakukan pengedtan 
dengan tujuan untuk memlah mana data 
yang bsa dpergunakan dan mana yang 
tdak,  sesua dengan permasalahan yang 
ada. Setelah dlakukan edtng,  berkutnya 
proses codng, d dalam proses n d lakukan 
pengklasifikasi semua jawaban- responden 
yang sesua ketentuan yang dngnkan.
b.  Analss Data 
Dalam peneltan n,  analss yang 
dterapkan adalah analss kualtatf atau 
yang merupakan pemahaman keseluruhan 
menurut penuls.
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III. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Aspek Kewilayahan Desa Dinas 
Desa dalam system pemerntahan 
Negara Kesatuan Republk Indonesa adalah 
kesatuan masyarakat hukum yang memlk 
batas-batas wlayah, dan berwenang 
mengatur, mengurus kepentngannya sendr 
berdasarkan asal usul dan adat stadat yang 
daku dan dhormat, d dalam (Permendagr 
No.27/2006 : Pasal 1, ayat 3). Berdasarkan 
pengertan n, desa terdr dar tga unsur, 
yatu (1) penduduk atau kesatuan masyarakat 
yang mempunya kewajban dan hak d 
dalam hukum, (2) wlayah desa yang dtanda 
dengan batas-batas yang memsahkan 
secara admnstratf dengan wlayah lan 
dan (3) pemerntahan desa yang berfungs 
untuk mengatur dan mengurus kepentngan 
masyarakat setempat. Wlayah merupakan 
unsur yang sangat pentng bag desa, oleh 
karena tu batas-batas wlayahnya harus 
jelas dan tegas. Ketdakjelasan dan ketdak 
tegasan batas sering  menimbulkan konflik 
karena tdak ada kepastan hukumnya. 
Urusan kewenangan Pemerntahan Desa 
satu dengan Desa lannya, dpsahkan secara 
yursdks melalu Batas Desa (Permendagr 
No. 27/2006 : Pasal 1, ayat 9). Untuk 
memberkan kepastan hukum yang bersfat 
tegas terhadap batas-batas desa dperlukan 
penegasan dan penetapan batas- batas desa 
(Permendagr No.27/2006 : Pasal 2). Agar 
penegasan dan penetapan batas desa dapat 
berjalan tertb, terkoordnas dan benar maka 
dalam pelaksanaannya harus sesua dengan 
PERMENDAGRI No 27 TH.2006. 
 Batas-batas wlayah n bag desa 
mempunya peran pentng sebaga pemsah 
wlayah penyelengaraan kewenangan, 
dan pemerntahan suatu desa dalam batas 
yurdks wlayah. Oleh karena tu, kegatan 
Penegasan, penetapan batas desa 
dnas sangat dperlukan untuk kepastan 
hukumnya.
4.2. Aturan Kewilayahan Desa Dinas
Membentuk desa harus memenuh 
syarat. Syarat – syarat pembentukan desa 
antara lan: wlayah kerja, sarana dan 
prasarana, jumlah penduduk, luas wlayah 
dan bagan wlayah. Pemerntah desa terdr 
dar kepala desa. Sekretars desa, perangkat 
desa, secretarat desa, pelaksana kerja, tekns 
lapangan, dan unsur unsur kewlayahan. 
Dalam Perda No.21Th.2006 
menyatakan bahwa pemerntahan desa 
dan Badan Pemusyawaratan Desa/ BPD 
merupakan penjelmaan Pemerntahan Desa 
yang d tndak lanjut dengan Perda No 01 
Th 2008 Tentang Pembentukan Lembaga- 
Lembaga Desa fungsnya sebaga Mtra 
pemerntahan masyarakat Desa..
4.3. Realitas Kewilayahan Desa Dinas 
Makna wlayah merupakan satu 
kesatuan yang tdak bas dlepaskan dar 
tujuan awalnya pendran desa. Istlah 
wlayah dapat dgunakan untuk skala sempt 
dalam lngkungan tetangga hngga skala 
luas dalam pergaulan nternasonal. Yang 
dmaksudkan wlayah merupakan tempat 
tertentu secara geografis yang mempunyai 
cr khas tertentu, berlokas, serta melakukan 
nteraks. Kata cr tertentu dalam pengertan 
tersebut memlk art pentng dan krtkal 
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karena berhubungan dengan tujuan analss 
sekalgus tujuan perencanaan. Itu sebabnya 
batasan georafis suatu wilayah desa dinas 
menjad longgar ketka tujuan analss hanya 
mencakup suatu desa dnas maka hanya 
dstulah batasannya. Sebalknya ketka 
menghendak analss mencakup wlayah 
kecamatan batasannya bsa mencapa seluruh 
wlayah  Kabupaten.
Dalam menganalss wlayah secara 
umum dkenal tga tpe. Pertama, wlayah 
fungsonal (Functonal Regon), Wlayah tpe 
n dcrkan oleh adanya derajad ntegras 
antara komponen-komponen d dalamnya 
yang salng bernteraks kedalam wlayah 
dbandngkan bernteraks ke wlayah luar. 
Terbentuknya wlayah fungsonal n akan 
tampak dalam keadaan pelaku-pelaku 
ekonom local salng bernteraks d antara 
mereka sendr pada derajad atau tngkatan 
(kualtas dan kuanttas) lebh dar nteraks 
pelaku ekonom lokal dengan pelaku dar 
luar wlayah.
Kedua, wlayah homogen. Wlayah 
homogeny dcrkan oleh adanya relatve, 
kesamaan (smlartf) dalam wlayah, 
Kesamaan cr tersebut dapat dlhat dar 
aspek sumberdaya alam (msalnya klm dan 
komodt) : socal (agama, suku, kelompok 
ekonom), maupun ekonom (sektor 
ekonom), Beberapa stlah yang mengacu ke 
wlayah homogen msalnya wlayah Bukt, 
wlayah kumuh, wlayah mskn, wlayah 
elite, wlayah jasa, wlayah panta.
Ketga, Wlayah Admnstratf. 
Wlayah n dbentuk untuk kepentngan 
pengelolaan atau organsas oleh pemerntah 
maupun phak-phak lan. Batas wlayahnya 
secara geografis administrative serng 
danggap lebh pentng dar dua tpe lannya 
karena lebh serng dgunakan sebaga daar 
perumusan kebjakan, Pembagan Wlayah 
berdasarkan Provns, Kota, Kabupaten, 
kecamatan dan pedesaan. Wlayah 
administrative serng menjad penentu 
berkembangnya wlayah homogeny bahkan 
wlayah fungsional.
4.4. Mekanisme Penyelesaian Batas 
Wilayah
Secara gars besar penetapan dan 
penegasan batas Desa Tulkup dan Desa 
Sdan dlakukan melalu tahap, yatu 
penetapan, penegasan batas desa. Batas Desa 
Penetapannya dlakukan secara peneltan 
document, peta dasar, dlnas batas, datas 
peta dasar. Sedangkan penegasannya melalu; 
penentuan document, pelacakan gars batas, 
pasang plar, batas. Dan pembuatan peta batas 
wlayah desa. Mengngat segmen-segmen 
batas Desa Tulkup dan Desa Sdan cukup 
kompleks sehngga tdak memungknkan 
dlakukan secara kartometrk, maka segmen-
segmen batas harus ddelneas langsung d 
lapangan dengan menggunakan teknolog 
GPS. Selan untuk penentuan segmen-
segmen batas, pemanfaatan teknolog GPS 
juga dgunakan untuk pengukuran dan 
penentuan poss plar-plar batas. Adapun 
metode pengukuran dlakukan secara radal 
yang dkatkan terhadap ttk TDT No : 
12.20.027 Orde 3 BPN. Pekerjaan penetapan 
dan penegasan batas Desa Tulkup dan Desa 
Sdan, Kabupaten Ganyar, Propns Bal 
telah memenuhi spesifikasi yang disyaratkan 
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menurut Permendagr No.27 Tahun 2006. 
Hal n dtunjukkan dengan tngkat keteltan 
koordnat plar-plar batas berksar antara 
7,4 mm – 0,8 mm, dan keteltan planmetrs 
gars batas wlayah desa sebesar 0,06 mm 
dengan skala 1 :5000.
Batas desa adalah batas pemsah 
wlayah antar desa yang salng bersebelahan. 
Batas pemsah tersebut dapat berupa 
batas alam maupun batas buatan manusa. 
Unsur-unsur alam yang serng dgunakan 
sebaga batas pemsah wlayah desa 
antara lan sunga, watershed, danau; 
sedangkan batas buatan manusa berupa : 
Irgas saluran ar, jalan raya, maupun Rel 
Kereta ap. (Permendagr No.27/2006 : 
Pasal 1). Batas wilayah desa didefinisikan 
sebaga urusan kewenangan pemerntah 
desa satu dengan desa lannya dpsahkan 
secara yursdks melalu batas-batas desa 
(Permendagr No.27/2006 : Pasal 1). Tujuan 
dlakukannya, penegasan, penetapan  untuk 
kepastan hukumnya. No.27/2006 : Pasal 
2).Pelaksanaan penetapan dan penegasan 
batas wlayah desa harus mengacu pada 
Peraturan Menter Dalam Neger Nomor 
27 Tahun 2006 tentang Penetapan, 
penegasan batas desa dlakukan dengan 
rangkaan penentuan document Sedangkan 
penegasannya melalu; penentuan document, 
pelacakan gars batas, pasang plar, batas. 
Dan pembuatan peta batas wlayah desa. plar 
batas, serta pembuatan peta batas wlayah. 
Tahapan penetapan dan penegasan batas 
desa dlakukan berdasarkan prnsp-prnsp 
geodes. Menurut Permendagr No.27/2006, 
proses penetapan n terdr atas tga tahapan 
kegatan, yakn peneltan dokumen batas, 
penentuan peta dasar dan pembuatan peta.
Desa secara kartometrk. Dokumen-
dokumen batas tersebut antara lan :
1. Perundang-undangan dan peraturan 
lannya tertuls/ tdak tertuls.  tentang 
pembentukan batas desa yang 
bersangkutan.
2. Peta admnstras desa yang telah ada.
3. Peta desa yang sudah ada.
4. Peta lannya, sepert: peta rupabum, 
peta topografi, peta pajak bumi dan 
bangunan, peta pendaftaran tanah, peta 
laut dan ctra satelt,
5. Data lannya dan dokumen sejarah.
Peta-peta yang dapat dgunakan sebaga 
peta dasar peta dasar menggambarkan batas 
desa secara kartometrk, yatu peta rupabum, 
peta topografi, peta pajak bumi dan bangunan, 
peta pendaftaran tanah, peta laut maupun 
ctra satelt. Selanjutnya pembuatan peta 
penetapan batas desa secara kartrometrk 
dibuat dengan spesifikasi sebagai berikut :
Tabel 3.Spesifikasi Teknis Pemetaan 
Wilayah Desa
No Jenis Persyaratan
1 Datum Horisontal DGN 95
2 Elipsoid Referensi WGS 1984
3 Skala Peta 1:1.000 – 1: 10.000
4 Sistem Proyeksi Peta Transverse  Mercator (TM)
5
Sistem Grid Universal Transverse Mercator (UTM) dengan grid 
geografis dan metrik
Penegasan batas wlayah desa 
dlakukan dengan menggunakan dasar 
unsur unsur alam dan buatan manusa. Jka 
peraturan yang mengatur tentang batas 
desa tdak jelas sehngga dgunakan aturan 
sebaga berkut:  
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1.  Pemanfaatan batas alam sepert sunga, 
watershed, dan danau,
2.  Penggunaan batas karya manusa 
sepert salauran ar sebaga rgas, rel 
kereta ap, jalan raya dan plar batas 
(koordnat-koordnat batas).
Penggunaan sunga dan danau 
sebaga batas desa juga harus jelas apakah 
pnggr sunga, tengah sunga atau thalweg, 
demkan juga penggunaan jalan dan 
saluran rgas apakah dpnggr atau tengah.
1.1. Prinsip-prinsip Penentuan Batas 
Unsur Alam
Pada unsur sunga, penentuan batas 
dapat dlakukan pada pnggr sunga, 
tengah sunga ataupun thalweg. Gambar 
1 menunjukkan prnsp penentuan batas 
dengan prnsp membag 2 sama besar lebar 
sunga. Gars batas pada sunga adalah gars 
majner (gars putus-putus).
Penentuan batas pada sunga dengan 
prnsp bag 2 sama besar lebar Batas yang 
berpotongan dengan sunga yatu P1 dan 
P2 dpasang plar untuk mengetahu awal/
akhr perpotongan gars batas dengan sunga 
tersebut. Pemasangan plar harus pada lokas 
yang stabl. Plar batas tdak dapat dpasang 
tepat d perpotongan gars tengah sunga 
dengan pnggr sunga karena umumnya 
konds tanahnya labl. Jarak dar plar P1 
dukur ke tep sunga terdekat dan ke tep 
sunga terjauh, serta arahnya juga dukur.
Demkan pula untuk plar P2.
Pada watershed, ketentuan-ketentuan 
penentuan batas adalah:
1. Batas Gars jangan melalu perpotongan 
sunga.
2. Jka terdapat lebh dar satu gars 
pemsah ar maka gars batasnya adalah 
gars pemsah ar yang terpendek.
1.2. Prinsip-prinsip Penentuan Batas 
Unsur Karya Manusia
Untuk batas jalan raya, rel kereta 
ap, saluran ar pada rgas, dan kanal, 
menggunakan tep yang merupakan batas 
wlayah antara kedua desa yang berbatasan 
sesua kesepakatan dua desa yang berbatasan. 
Penentuan batas yang ddasarkan pada as 
jalan.
Untuk jalan yang dgunakan sebaga 
batas, maka gars batasnya adalah pada 
perpotongan as/sumbu jalan tersebut. Untuk 
mengetahu as jalan maka perlu dpasang 
Plar Kontrol Batas (PKB) terutama pada 
belokan jalan, atau pada perpotongan jalan 
untuk menentukan poss gars batas (as 
jalan) tersebut, kemudan dukur ke kedua 
tep jalan untuk mengetahu lebar jalan. 
Gars batas pada pertgaan jalan, 
terkhusus batas yang berada d pertgaan 
jalan, sehngga dperlukan Plar Kontrol 
Batas dan Plar Batas untuk menentukan 
poss batas dpertgaan jalan tersebut. 
Penempatan plar-plar harus memperhatkan 
kemungknan adanya pelebaran jalan. 
Selanjutnya, dlakukan pengukuran jarak 
dan sudut dar ke-3 plar tersebut ke ttk 
perpotongan gars batas antara desa A, desa 
B dan Desa C d ttk P1 perlu dbuatkan peta 
stuas dengan skala peta 1:1.000.
1.3. Aplikasi teknologi GPS
dalam penetapan dan penegasan batas 
desa Teknolog GPS dalam proses kegatan 
penetapan dan penegasan batas wlayah desa 
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mempunya manfaat yang cukup pentng, 
yatu penentuan poss plar-plar batas 
desa, dan penentuan ttk-ttk batas desa. 
Beberapa hal yang harus dperhatkan dalam 
penentuan poss plar batas dengan metode 
n, yatu :
1. Pengamatan GPS harus menggunakan 
metode dferensal.
2. Mnmal menggunakan 2 recever GPS 
tpe geodetc.
3.8.  Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian 
Batas Wilayah Administrasi Antar 
Desa
1.   Latar Belakang Kegatan
Kegatan Fasltas Penyelesaan 
Batas Wlayah admnstras antar desa 
dmana kegatan n telah danggarkan pada 
anggaran nduk tahun 2011 dengan anggaran 
Rp. 20.000.000,- dan dlanjutkan lag pada 
tahun 2012.
2.   Maksud dan Tujuan Kegatan
Fasltas Penyelesaan Batas Wlayah 
admnstras antar Desa menngkatkan 
pengetahuan desa tentang batas wlayah 
admnstras antar desa terselesakannya 
masalah batas wlayah adamnstras d desa 
yang bermasalah
3.  Sasaran Kegatan
Adapun sasaran kegatannya adalah 
Terfasltasnya penyelesaan batas wlayah 
antar desa secara admnstras sehngga dapat 
membantu masyarakat dalam penentuan 
batas wlayah admnstras.
4.  Target /Volume Kegatan 
 Target dar kegatan n adalah 7 
Kecamatan d Kabupaten Ganyar.
5.  Lokas Kegatan
7 (tujuh) Kecamatan d Kabupaten 
Ganyar.
1. Waktu Pelaksanaan Kegatan
 Selama 12 bulan selama 1 tahun pada 
kegatan tahun 2012.
7.  Input
 Dana berasal dar APBD Kabupaten 
dengan pelaksananya adalah Pegawa d 
Bagan Pemdes dan Tm Pembna.
8.  Output 
Dana yang dapat dpaka 100%.
9.  Outcome
Terwujudnya Batas Wlayah yang jelas 
antar desa d kabupaten Ganyar.
10. Rencana Angaaran Baya (RAB)
 a.  Belanja pegawa   
: Rp10.000.000
 b.  belanja barang dan jasa  
: Rp  40.000.000
 Total anggaran    
Rp50.000.000
II. PENUTUP
1. Simpulan
1. Faktor Perubahan Sosal yang terjad 
pada perkembangan masyarakat Desa 
Dnas Tulkup dan Desa Dnas Sdan 
dengan berjalannya Pembangunan 
dan dnamka masyarakatnya 
sangat berpengaruh dalam proses 
penyelesaaan sengketa Batas desa 
dnas d daerah masng-masng 
terutama d daerah desa dnas  d 
Kabupaten Ganyar.
2. Pola–pola penyelesaaan sengketa 
batas desa dnas d Kabupaten Ganyar 
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mengkut pelaksanaan Undang-
Undang yang berlaku dsampng tdak 
melupakan musyawarah mufakat 
untuk mencar solus yang terbak.
3. Upaya-upaya yang telah dtempuh 
untuk mencegah terjadnya sengketa 
batas desa dnas d Kabupaten Ganyar 
, melalu pemerntahan desa d 
kabupaten Ganyar Gencar melakukan 
proses pengenalan sosalsas yang 
mendalam mengena pentngnya 
pengenalan Batas desa Dnas guna 
kepentngan kedepan masyarakat desa 
dnas d kabupaten Ganyar khususnya 
dan Bal pada umumnya merupakan 
gerakan terobosan yang cukup berhasl 
menekan terjadnya permasalahan 
batas desa dkemudan har.
2.  Saran 
1. Kranya Pemerntah Kabupaten 
Ganyar bsa lebh terbuka lag dengan 
penelt d daerah dan tdak berusaha 
menghambat penelt dalam melakukan 
kajan lmah peneltan ddaerah 
Kabupaten Ganyar.
2. Banyak masalah yang dbarkan 
penanganannya karena alasan sumber 
daya / sumber dana untuk melakukan 
proses musyawarah berkelanjutan 
yang mampu membawa keberhaslan 
nantnya.
3. Mencegah terjadnya permasalahan 
batas desa lebh utama dar pada 
sampa terjadnya permasalahan Batas 
desa Dnas yang berlarut-larut dem 
kesnambungan proses pembangunan 
masyarakat umumnya.
DAFTAR PUSTAKA
I Gde Parmartha, 2003. “Orasi Ilmiah, 
Memahami Desa  Dinas dan Desa 
Pakraman Suatu Tinjauan Historis 
Kritis”, Unverstas Udayana, 
Denpasar.
 Soetardjo Kartohadkoesoemo, 1984,  Desa, 
PN.Bala Pustaka,  Jakarta.
Rafles, 1978, The History of Java,  Volume 
I , Oxford Unversty Press. Kuala 
Lumpur.
F.W.F,Hunger,1982,Desa Adat dan Desa 
Pemerintahan.(terjemahan I Wayan 
Dangn).
 I Made Pasek Dantha,  2001,  “Eksistensi 
Desa Menurut UU No. 22 
Tahun 1999”,Makalah dalam 
Semnar Pemerntahan Desa 
yang dselenggarakan oleh FISIP 
Warmadewa.
I Wayan P. Wnda, 2011, Menyelesaikan 
Konflik Batas Desa,Bal Post, 24 Maret 
2011
Artad  dan Wryawan, 2009. Penyelesaian 
Sengketa di Luar Pengadilan, Udayana 
Unversty.
 I Wayan Suteja, Pengaturan Penyelenggaraan 
Pemerntahan Desa d Kabupaten 
Badung,Tess Program Pasca Sarjana 
Program Stud lmu Hukum Unud 
Denpasar.
I Made Suprata, Sinkronisasi Desa 
Pakraman Dan Desa Dinas Dalam 
Peyelenggaraan Pemerintahan Desa 
Di Kabupaten Karangasem Propinsi 
Bali, Tess Program Pasca Sarjana 
Vol. 4, No. 1 : 150 - 161
160
Magister Hukum Udayana •  Me 2015
ISSN 2302-528XJurnal
(UDAYANA MASTER LAW JOURNAL)
Program Stud lmu Hukum Unud 
Denpasar.
N Nyoman Suadnyan , Kedudukan Desa 
Adat dan Desa Dinas Dalam Kerangka 
Otonomi Desa Di Bali, Tess Program 
Pasca Sarjana Program Stud lmu 
Hukum Unud Denpasar.
I Made Baga, Sinergi Serta Kerjasama 
antara Desa Dinas dan Desa 
Pakraman Dalam Menangani 
Kehadiran Penduduk Pendatang di 
Kota Denpasar, Tess Program Pasca 
Sarjana Program Stud lmu Hukum 
Unud Denpasar.
  I Ketut Wirta Griadi, Konflik Adat di Bali, 
Suatu Stud Hukum dan Perubahan 
Sosal, Tess Program Pasca Sarjana 
Program Stud lmu Hukum Unud 
Denpasar.
I Gede Suartka, Konflik Adat di Desa 
Pakraman Pengosekan,  Desa 
Mas,  Ubud,  Gianyar: Perspektif 
Kajian Budaya,Dsertas Program 
Pasca Sarjana Unverstas Udayana 
Denpasar.
A.Javer Trevno 2010 .The Socology of 
Law Classcal and Contemporary 
Perspectves.Transsacton Publsers 
New Brunswck (USA) and London 
(UK).
  Toneko, Soleman B, 1993. Pokok-Pokok 
Study Hukum Dalam Masyarakat, PT. 
Grameda Pustaka Utama, Jakarta. 
Soekamto, Soerjono, 1993, Pendekatan-
Pendekatan Sosiologi Terhadap 
Hukum, Bna Aksara, Jakarta. 
Soekamto, Soerjono, 1991, Fungsi Hukum 
dan Perubahan Sosial, PT.Ctra 
Adtya.Bandung.
Yekezel Dror, 1970.Law as a Tool of 
Directed Social Change Framework 
for policy Making.Edted by : Stuart 
S.Nagel,  Sage Contempory Socal 
Change Issues 3 Law and Socal 
Change.London.
  Astt, Tjok Istr Putra, 2010,  Desa Adat 
Menggugat dan di Gugat. Udayana 
Unversty Press, Denpasar.
A.Javer Trevno 2010 .The Sociology of 
Law Classical and Contemporary 
Perspectives.Transsacton Publsers 
New Brunswck (USA) and London 
(UK).
Artad dan Wryawan, 2009,Penyelesaian 
Sengketa di Luar Pengadilan, Udayana 
Unversty Press, Denpasar.
HAW.Wdjaja, 2003,Otonom Desa,PT.
Radja Grafindo Persada,Jakarta.
Program Stud Magster Ilmu Hukum 
Program Pascasarjana Unverstas 
Udayana, 2005, Pedoman Penulisan 
Usulan Penelitian dan Penulisan Tesis 
Ilmu Hukum Program Stud Magster 
Ilmu Hukum Program Pascasarjana 
Unverstas Udayana.
E. Jones, 1962, Cureent Trends n Legal 
Research, (Expert), Journal of Legal 
Educaton.
  N Ketut Supast Dharmawan, 2005, “Metode 
Peneltan Hukum Emprs”, makalah 
dalam Lokakarya Metode Peneltan 
Hukum Emprs yang dselenggarakan 
oleh Program Magster Ilmu Hukum 
Program Pascasarjana Unverstas 
Udayana.
Vol. 4, No. 1 : 150 - 161
161
Magister Hukum Udayana •  Me 2015
ISSN 2302-528XJurnal
(UDAYANA MASTER LAW JOURNAL)
  Bambang Sunggono, 2005,  Metode 
Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo 
Persada, Jakarta.
Program Stud Magster Ilmu Hukum 
Program Pascasarjana Unverstas 
Udayana. 2009.Pedoman Penulisan 
Usulan Penelitian Dan Tesis.
Nanaw Hadar dan Martn Hardar, 
1992, Instrument Penelitian Bidang 
Sosial, Gajah Mada Unversty Press, 
Yogyakarta.
S. Nasuton, 2003, Metode Research 
(Penelitian Ilmiah), Bum Aksara, 
Jakarta.
Lexy J. Maleong, 1994, Metodolog 
Peneltan Kuanttatf, PT. Remaja 
Rosadakarya, Bandung.
Satjpto Rahardjo,1980, Hukum dan 
Masyarakat,Penerbt Angkasa, 
Bandung, 
Soerjono Soekanto,1976,  Beberapa 
Permasalahan Hukum dalam 
Kerangka Pembangunan di Indonesia, 
Yayasan Penerbt UI, Jakarta.
Ralf Dahrendorf, 1986, Kelas dan Konflik 
Kelas dalam Masyarakat Industri, 
Sebuah Analsa Krtk, Rajawal, 
Jakarta.
Vol. 4, No. 1 : 150 - 161
